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SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA  

PENYIDIKAN  DALAM SISTEM PERADILAN   

PIDANA   

(C)  

(D)  

 

Halaman     

:   

Sistem  peradilan  pidana  yang  digariskan  KUHAP  merupakan  sistem   

peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) yaitu pada   
strukturnya penegakan hukum ditangani oleh lembaga yang berdiri sendiri   

secara  terpisah  dan  mempunyai  tugas  serta  wewenang  masing-masing   
sesuai  prinsip  differensiasi  fungsional.  Dalam KUHAP  rangkaian  acara   
pidana  digambarkan  dengan  adanya  terintegrasi/keterpaduan  pada  komponen-

komponen  unsurnya  yaitu  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan   
dan  lembaga  pemasyarakatan.Koordinasi  antara  penyidik  dengan  jaksa                      
penuntut  umum  adanya  Surat    Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan   

(SPDP).  Pemberitahuan  SPDP  dari  penyidik  kepada  penuntut  umum   
selaku pengendali perkara (dominus litis) adalah prosedur  administratif   
yang memegang peranan penting dalam proses peradilan pidana karena   

fungsinya  sebagai  sarana  check  and  balance,  bentuk  transparansi  dan  akuntabilitas  
penyidik  serta  pintu  masuk  mekanisme  pra-penuntutan.    
Pasal  109  ayat  (1)  KUHAP  menyebutkan,  “dalam  hal  penyidik  telah   

memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak   
pidana,  penyidik  memberitahukan  hal  itu  kepada  penuntut  umum”.  
Tertundanya penyampaian SPDP bukan saja menimbulkan ketidakpastian   

hukum   tetapi  juga  merugikan  hak   konstitusional  terlapor   dan  
pelapor/korban.   Mahkamah   Konstitusi   dalam   putusannya   nomor   :  130/PUU-
XIII/2015 menyatakan SPDP menjadi wajib diserahkan kepada   

penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor paling lambat 7 (tujuh) hari   
setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Faktanya SPDP tidak  
dilaksanakan  menurut  ketentuan  hukum  acara  pidana  yang  berlaku.   

Diperlukan   suatu  rumusan  hukum   yang   memuat  pengaturan  tanggung                      

jawab  Penyidik  apabila  tidak  melaksanakan  ketentuan  perundang-undangan.   
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis   

empiris  dengan  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  dari  penelitian   

lapangan  dengan  cara  wawancara  dan  data  sekunder  atau  data  kepustakaan   

(library research) dengan pendekatan perundang-undangan.   
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